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Pemohon : Sri Gayatri (Pemohon I) dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi 
Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring 
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009 juncto UU 3/2004 dan 
Perpu No 4/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),Pasal 28G ayat (1), 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 
Tanggal Putusan : Selasa, 20 April 2010. 
Ikhtisar Putusan :  

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon mengajukan dua 
permohonan, yaitu menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 
6/2009 serta Perpu 4/2008 terhadap UUD 1945. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut:  

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian Undang-Undang in casu UU 6/2009, sesuai 
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto 
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
permohonan a quo; 

2. Terhadap permohonan pengujian Perpu in casu Perpu 4/2008, Mahkamah dalam 
Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dalam pertimbangan 
hukum paragraf [3.13] menyatakan, “Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan. ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari 
rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada 
pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi 
tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang 
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memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu 
dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti 
Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka 
proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga 
perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk 
memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus 
menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat 
terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa 
pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung 
sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang 
artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti 
bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena 
sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus 
didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter 
adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan 
Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan 
yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk 
menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk 
menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan 
negara”. oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Perpu 
4/2008 maka pertimbangan hukum Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 
Pebruari 2010 a quo, menurut Mahkamah, mutatis mutandis juga berlaku bagi 

pengujian Perpu yang diajukan oleh para Pemohon; 

Kedudukan hukum permohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat 
bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 
adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga 
negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. 
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 

Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian 
konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut harus bersifat spesifik 
dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon 
dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian 
konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu 
Undang-Undang a quo. 

Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah tidak 
menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 11 ayat (4) dan 
ayat (5) UU 6/2009 juncto UU 3/2004 dan Pasal 29 Perpu 4/2008 yang dimohonkan 
pengujian, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud. 

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan 
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 


